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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

1. Fakta Sosial 

Setiap manusia memiliki peraturan dalam menjalani kehidupan 

sehari-hari. Peraturan ini biasanya berupa perintah atau larangan untuk 

melakukan sesuatu yang biasa disebut sebagai hukum. Hal ini diterapkan 

salah satunya agar masyarakat terlindungi dari berbagai ancaman dan 

kejahatan. Dalam menjalani kehidupan sehari-hari masyarakat 

membutuhkan hukum untuk mencapai kesejahteraan bersama. Hukum 

diciptakan untuk mengatur serta membatasi berbagai macam aktivitas 

masyarakat agar terbentuk suatu tatanan hidup yang aman. Tertib, dan 

berkeadilan. 

Indonesia merupakan negara hukum yang mengatur warga negara 

dalam melaksanakan hak dan kewajibannya. Hal ini seperti yang 

tercantum dalam UUD 1945 Pasal 1 Ayat (3). Di mana hukum menjadi 

keharusan dalam kehidupan bangsa dan negara karena adanya hukum 

dapat menciptakan ketertiban serta keadilan pada masyarakat.  

Kadangkala ada masyarakat di beberapa daerah yang tidak 

mempercayai hukum karena beberapa factor, factor yang sering dijumpai 

oleh masyarakat adalah hukum yang tumpang tindih, dimana seharusnya 

hukum bersifat adil dan tidak memihak kepada satu pihak saja. Hal 

seperti itu yang membuat para penegak hukum menjadi kurang di mata 
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masyarakat apabila hukum tajam ke atas dan tumpul kebawah. Seperti 

yang saat ini terjadi di kalangan masyarakat Toraja Utara khususnya di 

kota Rantepao, ada sebidang tanah yang telah di kuasai oleh salah satu 

pihak selama 30 tahun. Kurun waktu yang sangat lama ini membuat 

masyarakat terutama Pemerintah Daerah menjadi prihatin karena selama 

kurun waktu tersebut tidak ada yang keberatan atas tanah itu, tetapi 

mengapa saat ini pihak yang mengaku sebagai pemilik tanah itu 

keberatan apabila diatasnya di bangun fasilitas umum dan gedung-

gedung lainnya.  

Bangunan fasilitas umum yang dimaksudkan di atas ialah Sekolah 

Menengah Atas Negeri 2 Rantepao yang beralamat di Jl. Jalan Gembira, 

Kelurahan Rante Pasele, Kecamatan Rantepao, Kabupaten Toraja Utara, 

Provinsi Sulawesi Selatan, yang menampung ratusan siswa dan telah 

menciptakan kira-kira ribuan alumni-alumni hebat sejak awal berdirinya 

pada 5 September 1991.  

Perkara ini membuat masyarakat menyerahkan semuanya kepada 

pemerintah agar dapat menyelesaikan masalah hukum yang ada pada saat 

ini. Fakta social yang terjadi belakangan ini dimana masyaraakat tidak 

mempercayai hukum dan para penegak hukumnya kembali menaruh 

kepercayaannya dalam menyelesaikan masalah ini dengan cepat dan 

berharap sekolah yang menjadi incaran penggugat tidak dapat direbut 

oleh penggugat.  
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2. Fakta Fisik 

Jika perkara ini dimenangkan oleh penggugat dalam pengadilan 

tanah ini bisa di eksekusi berdasarkan alat bukti yang tidak sah. 

Berdasarkan putusan dengan nomor perkara 02 / Pdt.G / 2017 / PN Mak, 

putusan ini dikeluarkan pada tanggal 20 Oktober 2017, bukti-bukti yang 

di utarakan oleh para penggugat semuanya tidak sah, sebagai contohnya 

berupa alat bukti berupa surat yang tidak otentik dan keterangan 

saksiyang hanya mendengar. Artinya alat bukti surat yang tidak otentik, 

bukti otentik yaitu suatu akta yang di dalam bentuk yang ditentukan 

undang-undang dan dibuat oleh atau di hadapan pegawai-pegawai umum 

yang berkuasa untuk itu di tempat di mana akta dibuat. Contohnya, akta 

jual beli tanah yang dibuat oleh pejabat pembuat akta tanah (PPAT atau 

notaris) di suatu wilayah tertentu yang sesuai dengan wilayah hukumnya.  

Bukti-bukti yang di berikan penggugat di pengadilan adalah 

Salinan surat akta dibawah tangan apalagi itu bukan di tanda tangani oleh 

PPAT yang berarti alat buktinya tidak sah, karena tidak adanya keaslian 

dari surat tersebut dan tidak otentik atau sempurna karena tidak di tandan 

tangani oleh PPAT.  

Selain alat bukti surat, penggugat juga memberikan kesaksian, di 

mana kita ketahui kriteria menjadi saksi ialah melihat, mengalami, dan 

merasakan. Sedangkan keterangan saksi dari penggugat hanya 

menerangkan bagaimana dia mendengar apa yang telah di sampaikan 

orangtuanya sewaktu saksi masih kecil. Saksi yang hanya mendengar 
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tanpa melihat dan merasakan sebenarnya tidak dapat diterima menjadi 

saksi, tetapi dalam putusan ini saksi diberikan kewenangan untuk 

memberikan kesaksisannya di pengadilan. 

3. Fakta Hukum  

Undang-undang nomor 2 tahun 2012 tentang pengadaan tanah bagi 

pembangunan untuk kepentingan umum dan peraturan Presiden (Perpres) 

Nomor 71 tahun 2012 tentang penyelenggaraan pengadaan tanah bagi 

pembangunan untuk kepentingan umum, direspon oleh Mahkamah 

Agung dengan mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung (perma) 

Nomor 2 Tahun 2016 tentang pedoman beracara dalam sengketa 

penetapan lokasi pembangunan untuk kepentingan umum pada Peradilan 

Tata Usaha Negara. Perma tersebut menjadi pedoman beracara bagi 

Pengadilan Tata Usaha Negara dalam memutus gugatan penetapan lokasi 

pengadaan tanah bagi kepentingan umum, yang ditetapkan dengan 

Keputusan Gubernur, yang dipergunakan sebagai izin pengadaan tanah. 

Point utama dari perma yaitu mengatur Masyarakat Hukum Adat (MHA) 

dapat menjadi penggugat dan mengatur pembuktian kedudukan 

hukum/legal standing MHA.  

Merujuk pada perma, MHA harus membuktikan bahwa kesatuan 

MHA masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan 

prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-

undang. Aspek pembuktian MHA yang diatur dalam Perma tersebut 

menimbulkan perbedaan ketika disandingkan dengan Perpres Nomor 71 
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Tahun 2012, yang mengakui Masyarakat Hukum Adat setelah 

dilaksanakan penelitian dan ditetapkan dengan peraturan daerah 

setempat. Menjadi pertanyaan bagaimana jika kedudukan hukum 

Masyarakat Hukum Adat yang tidak ditetapkan dengan Perda dan 

bagaimana membuktikan kedudukan hukumnya dalam persidangan. 

Tanah merupakan salah satu asset berharga yang bernilai tinggi 

bagi masyarakat khususnya di Indonesia. Pada zaman Hindia Belanda, 

kepemilikan atas tanah masih dikuasai oleh penjajah. Hal ini karena saat 

itu Belanda masih menduduki Indonesia sebagai tanah jajahannya. 

Masyarakat Indonesia merasakan kesengsaraan atas tanah miliknya yang 

tidak boleh diakui, dikarenakan masyarakat tidak memiliki bukti otentik 

terhadap tanah tersebut. Tanah yang tidak dapat dibuktikan status 

kepemilikannya dengan surat pembuktianresmi dianggap sebagai tanah 

milik negara. 

Setelah dibentuk Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 

1960 (UUPA), masyarakat Indonesia merasa senang, akhirnya penantian 

panjang untuk memperjuangkan tanahnya dapat berbuah manis. Dengan 

lahirnya UUPA telah menghapuskan kebijakan pemerintah saat era 

Belanda tentang pertanahan. Status kepemilikan tanah menjadi hal yang 

sangat penting. Bukti kepemilikan tanah harus tertuang didalam sertifikat 

yang di keluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional. Tanah yang 

bersertifikat ini bukan hanya statusnya yang memiliki kepastian hukum, 

namum juga memiliki daya jual yang tinggi.  
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Hukum pembuktian dalam hukum acara perdata menduduki tempat 

yang amat penting dan sangat komplek dalam proses litigasi. Keadaan 

kompleksitasnya makin rumit, karena pembuktian berkaitan dengan ke 

mampuan merekontruksi kejadian atau peristiwa masa lalu (past event) 

sebagai suatu kebenaran (truth). Meskipun kebenaran yang dicari dan 

diwujudkan dalam proses peradilan perdata, bukan kebenaran yang 

bersifat absolut (ultimate absoluth), tetapi bersifat kebenaran relatif atau 

bahkan cukup bersifat kemungkinan (probable), namun untuk mencari 

kebenaran yang demikian tetap menghadapi kesulitan.
1
 

Dalam hukum acara membuktikan mempunyai arti yuridis, yaitu 

memberi dasar-dasar yang cukup kepada hakim yang memeriksa perkara 

bersangkutan guna memberi kepastian tentang kebenaran peristiwa yang 

diajukan.
2
 Menurut Suyling membuktikan tidak hanya memberikan 

kepastian pada hakim tapi juga berarti membuktikan terjadinya suatu 

peristiwa, yang tidak tergantung pada tindakan para pihak (seperti pada 

persangkaan) dan tidak tergantung pada keyakinan hakim (seperti pada 

pengakuan dan sumpah).
3
 Jadi pada dasarnya membuktikan adalah suatu 

proses untuk menetapkan kebenaran peristiwa secara pasti dalam 

persidangan, dengan sarana-sarana yang disediakan oleh hukum, hakim 

mempertimbangkan atau memberi alasan-alasan logis mengapa suatu 

peristiwa dinyatakan sebagai benar. 

                                                           
1
 M. Yahya Harahap, 2005, Hukum Acara Perdata : Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, 

dan Putusan Pengadilan, Cet. Kedua,.Jakarta : Sinar Grafika, hllm. 498 
2
 Sudikno Mertokusumo, 1998, Hukum Acara Perdata Indonesia, Jakarta : Liberty, hlm. 109  

3
 Wiersma, Bewijzen in Het Burgerlujke Geding, Themis 1996 alf 5/6 hal. 462, dalam Sudikno 

Mertokusumo, Beberapa Azaz Pembuktian Perdata dalam Praktik 1980, hlm.12. 
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Dalam menyelesaikan perkara perdata, salah satu tugas hakim 

adalah menyelidiki apakah hubungan hukum yang menjadi dasar gugatan 

benar-benar ada atau tidak. Hakim harus mengetahui kebenaran peristiwa 

yang bersangkutan secara objektif melalui pembuktian. Dengan 

demikian, pembuktian bermaksud untuk memperoleh kebenaran suatu 

peristiwa dan bertujuan untuk menetapkan hubungan hukum antara 

kedua pihak dan menetapkan putusan berdasarkan hasil pembuktian.
4
  

Hukum acara perdata mengenal bermacam-macam alat bukti. 

Sedangkan menurut acara perdata hakim terikat pada alat-alat bukti yang 

sah, yang berarti bahwa hakim hanya boleh mengambil keputusan 

berdasarkan alat-alat bukti yang ditentukan oleh undang-undang saja. 

Alat-alat bukti dalam hukum acara perdata yang disebutkan oleh undang-

undang sebagaimana diatur dalam pasa 164 HIR
5
 dan Pasal 1866 KUH 

Perdata,
6
 yaitu: (a) Bukti tulisan/Bukti dengan surat, (b) Bukti saksi, (c) 

Persangkaan, (d) Pengakuan, (e) Sumpah. Bukti tulisan/bukti dengan 

surat merupakan bukti yang sangat krusial dalam pemeriksaan perkara 

perdata di pengadilan. Hal ini sebagaimana telah diutarakan sebelumnya 

bahwa bukti tertulis atau bukti dengan surat sengaja dibuat untuk 

kepentingan pembuktian di kemudian hari bilamana terjadi sengketa. 

Secara garis besar, bukti tulisan atau bukti dengan surat terdiri atas dua 

                                                           
4
 Wiersma, Bewijzen in Het Burgerlujke Geding, Themis 1996 alf 5/6 hal. 462, dalam Sudikno 

Mertokusumo, Beberapa Azaz Pembuktian Perdata dalam Praktik 1980, hlm. 12. 
5
 Reglemen Indonesia yang Dibaharui S. 1941 No. 44 RIB(HIR), diterjemahkan oleh M. Karjadi, 

(Bogor : Politeia, 1992), Pasal 164.  
6
 6 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgelijk Wetboek), diterjemahkan oleh Subekti dan 

R. Tjitrosudibio, (Jakarta : Pradnya Paramita, 2008), Pasal 1866. 
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macam, yaitu akta dan tulisan atau surat-surat lain. Akta ialah surat atau 

tulisan yang dibuat dengan sengaja untuk dijadikan bukti tentang suatu 

peristiwa dan ditandatangani oleh pembuatnya. Ada dua macam akta, 

yaitu akta autentik dan akta dibawah tangan.
7
 Akta autentik atau akta 

resmi yang berdasarkan pasal 1868 KUHPerdata adalah suatu akta yang 

dibuat oleh atau di hadapan seorang pejabat umum menurut undang-

undang ditugaskan untuk membuat surat-surat akta tersebut di tempat 

dimana akta itu dibuat. Akta dibawah, yaitu tiap akta yang tidak dibuat 

oleh atau dengan perantaraan seorang pejabat umum, yang mana akta itu 

dibuat dan ditandatangani sendiri oleh kedua belah pihak yang 

mengadakan perjanjian itu.
8
 

Dalam konteks perkara perdata, jika alat bukti tulisan kurang 

cukup, pembuktian selanjutnya adalah dengan menggunakan saksi yang 

dapat membenarkan atau menguatkan dalil-dalil yang diajukan di muka 

sidang. Ada saksi yang dihadirkan ke pengadilan yang secara kebetulan 

melihat, mendengar, atau mengalami sendiri suatu peristiwa, namun ada 

juga saksi yang dihadirkan yang dengan sengaja diminta untuk 

menyaksikan suatu peristiwa hukum pada saat peristiwa itu dilakukan di 

masa lampau. Pada dasarnya semua orang dapat menjadi saksi di depan 

pengadilan, dalam pengertian ada kewajiban hukum untuk memberikan 

kesaksian dimuka hakim.
9
 

                                                           
7
Ashoruddin, H. 2004, Hukum Pembuktian Menurut Hukum Acara Islam dan Hukum Positif. 

Yogyakarta : Pustaka Belajar, hlm.70-71 
8
 Eddy O.S Hiariej, 2012, Teori Dan Hukum Pembuktian, Jakarta : Erlangga, hlm.81-83 

9
 Ibid. hlm.85-86 
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Persangkaan-persangkaan ialah kesimpulan-kesimpulan yang 

diambil berdasarkan undang-undang atau berdasarkan pemikiran hakim 

dari suatu peristiwa. Terdapat dua macam persangkaan, yaitu 

persangkaan menurut undang-undang yang dikenal dengan istilah 

presumtio juris dan presumptio factie. Presumtio juris, persangkaan-

persangkaan menurut undang-undang ialah persangkaan yang 

berdasarkan suatu ketentuan khusus undang-undang, dihubungkan 

dengan perbuatan-perbuatan tertentu atau peristiwa-peristiwa tertentu. 

Sedangkan, Presumptio factie ialah persangkaanpersangkaan yang tidak 

berdasarkan undang-undang diserahkan kepada pertimbangan dan 

kebijaksanaan hakim. Akan tetapi, persangkaan tersebut harus 

memperhatikan hal-hal yang penting dengan suatu ketelitian dan ada 

hubungan antara satu dengan yang lain. Persangkaan-persangkaan 

berdasarkan fakta hanya dibolehkan jika undang-undang mengizinkan 

pembuktian dengan saksi-saksi.
10

 

Pengakuan yang dikemukakan oleh salah satu pihak, ada yang 

dilakukan di depan persidangan ataupun di luar sidang pengadilan. 

Pengakuan yang diberikan di depan persidangan merupakan suatu bukti 

yang sempurna terhadap pihak yang telah melakukannya, baik sendiri 

maupun dengan perantaraan seseorang yang khusus dikuasakan untuk itu. 

Pengakuan lisan yang dilakukan di luar sidang pengadilan tidak dapat 

dipakai sebagai alat bukti, kecuali jika diizinkan pembuktian dengan 

                                                           
10

 Ibid. 
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saksi-saksi. Akan tetapi, kekuatan pembuktian suatu pengakuan lisan di 

luar persidangan dikembalikan kepada pertimbangan dan kebijaksanaan 

hakim. Sedangkan alat bukti sumpah, secara garis besar sumpah dibagi 

menjadi dua, yaitu sumpah promisoir dan sumpah confirmatoir. Sumpah 

promisoir adalah sumpah yang diucapkan oleh seseorang ketika akan 

menduduki suatu jabatan atau ketika akan bersaksi dipengadilan. 

Sementara itu, sumpah confirmatoir adalah sumpah sebagai alat bukti.
11

  

Proses pembuktian sebagai salah satu proses acara dalam hukum 

perdata formil menjadi salah satu proses yang paling penting. Suatu 

perkara di pengadilan tidak dapat putus oleh hakim tanpa didahului 

dengan pembuktian. Pembuktian dalam arti yuridis sendiri tidak 

dimaksudkan untuk mencari kebenaran yang mutlak. Hal ini disebabkan 

karena alat-alat bukti, baik berupa pengakuan, kesaksian atau suratsurat 

yang diajukan oleh para pihak yang bersengketa kemungkinan tidak 

benar palsu atau dipalsukan. Padahal hakim dalam memeriksa setiap 

perkara yang diajukan kepadanya harus memberikan keputusan yang 

dapat diterima oleh kedua belah pihak.
12

 

Dalam konteks hubungan keperdataan, dalam membuktikan suatu 

perkara perdata, yang dicari adalah kebenaran formil, yaitu kebenaran 

yang didasarkan pada bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak yang 

berperkara. Oleh karena itu, umumnya suatu bukti tertulis (surat) atau 

                                                           
11

 Eddy O.S Hiariej. Op.Cit., hlm.90 
12

 Eman Suparman, “Alat Bukti Pengakuan Dalam Hukum Perdata.” http://resources.unpad.ac.id/ 

unpad-content/ uploads/publikasi_dosen/2f%20Makalah-Alat-BuktiKump.pdf, 14 Mei 2010, diunduh 

31 Maret 2021 

http://resources.unpad.ac.id/
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dokumen memang sengaja dibuat oleh para pihak untuk kepentingan 

pembuktian nanti (jika ada sengketa). 

Berdasarkan pasal 1888 KUHPer mengenai Salinan/fotocopy dari 

sebuah surat/dokumen yaitu “Kekuatan pembuktiansuatu bukti tulisan 

adalah pada akta aslinya. Apabila akta yang asli itu ada, maka Salinan-

salinan serta ikhtisar-ikhtisar hanyalah dapat diperccaya, sekadar 

Salinan-salinan serta ikhtisar-ikhtisar itu sesuai dengan aslinya yang 

mana senantiasa dapat diperintahkan mempertunjukannya”.  

Dalam praktik, Mahkamah Agung (Putusan MA No: 

3609K/Pdt/1985) juga telah memberikan penegasan atas bukti berupa 

fotocopy dari surat/dokumen dengan kaidah hukum sebagai berikut: 

“Surat bukti fotocopy yang tidak pernah diajukan atau tidak pernah ada 

surat aslinya, harus dikesampingkan sebagai surat bukti.” Jadi dalam hal 

tidak dapat ditunjukkannya dokumen asli dari fotocopy perjanjian bawah 

tangan tersebut, saksi sebagai salah satu alat bukti dapat berfungsi untuk 

memberikan keterangan kepada hakim, bahwa benar pernah ada suatu 

kesepakatan yang dibuat secara bawah tangan oleh para pihak yang 

namanya tercantum dalam fotocopy perjanjian bawah tangan tersebut, 

untuk memperjanjikan suatu dal tertentu (Vide Pasal 1320 Jo. 1338 

KUHPerdata).
13

  

Setiap alat bukti memiliki syarat formil dan syarat materiil yang berbeda-

beda. Syarat formil alat bukti saksi antara lain : saksi tersebut tidak dilarang 

                                                           
13

https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt51ab049c2a0d2/kekuatan-pembuktian-fotokopi-

dokumen/ diakses pada 30 maret 2021 pukul 19.20 
 

https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt51ab049c2a0d2/kekuatan-pembuktian-fotokopi-dokumen/
https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt51ab049c2a0d2/kekuatan-pembuktian-fotokopi-dokumen/
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sebagai saksi menurut pasal 145 HIR/172 RBG, saksi menerangkan 

sesuai ketentuan pasal 144 ayat (2) HIR/171 ayat (2) RBG, saksi 

mengucapkan sumpah sesuai ketentuan pasal 147 HIR/175 RBG, saksi 

diperiksa satu demi satu sesuai ketentuan pasal 144 ayat (1) HIR/171 ayat 

(1) RBG. Sedangkan syarat materiil alat bukti saksi adalah : keterangan 

yang diberikan saksi bersumber dari penglihatan dan pendengaran 

sendiri, serta apa yang dialami saksi, pendapat kesimpulan saksi bukan 

merupakan kesaksian (vide pasal 171 HIR/308 RBG), keterangan antara 

satu saksi dengan saksi yang lainnya saling berkesesuaian (vide pasal 170 

HIR/309 RBG). Batas minimal alat bukti saksi sekurang-kurangnya             

dua orang saksi karena kalau satu orang saksi bukan merupakan saksi. 

Hal ini sesuai dengan asas unnus testis nullus testis (vide pasal 169 

HIR/306 RBG). 

Kualifikasi keterangan saksi baru dapat diterima sebagai alat bukti 

apabila saksi menerangkan perihal yang dilihat, didengar, dialami (vide 

pasal 171 ayat (1),(2) HIR/ 308 RBG). Keterangan saksi yang tidak 

memenuhi kaidah dalam HIR/RBG tersebut bukan merupakan alat bukti 

(testimonium de auditu) keterangan seorang saksi mengenai suatu fakta 

atau kejadian, bersumber dari kata orang lain). Namun kesaksian de 

auditu dapat dipakai untuk mendukung alat bukti saksi batas minimal. 

Ketika memberikan keterangan kesaksian seorang saksi dilarang 

membuat sebuah kesimpulan, mengemukakan pendapat, memperkirakan 

sendiri, apabila hal tersebut terjadi dalam sebuah kesaksian maka 
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keterangannya harus dikesampingkan (vide pasal 171 ayat (2) HIR/ pasal 

308 ayat (2) RBG). 

Kualifikasi seseorang yang tidak boleh diajukan menjadi saksi 

antara lain sebagai berikut : orang yang memiliki hubungan keluarga 

sedarah, keluarga semenda menurut keturunan lurus dari salah satu pihak, 

suami atau istri walaupun sudah bercerai, anak yang belum berumur 15 

tahun, orang gila walau bersifat temporer (vide pasal 145 ayat (1) 

HIR/172 RBG). Pada prinsipnya yang menghadirkan saksi ke 

persidangan adalah para pihak yang berkepentingan dalam sebuah 

perkara baik itu Penggugat atau Tergugat. Secara normatif, apabila saksi 

tidak mau hadir maka dapat dipanggil oleh juru sita atas perintah majelis 

hakim (vide pasal 139 ayat (1) HIR/165 ayat (1) RBG). Apabila saksi 

tetap membangkang untuk hadir maka dapat dipanggil secara paksa oleh 

Polisi atau Jaksa (vide pasal 141 ayat (2) HIR/167 ayat (2) RBG) dengan 

konsekuensi biaya pemanggilan dibebankan keapda saksi tersebut (vide 

pasal 140 ayat (1),(2)HIR/166 ayat (1),(2) RBG) kecuali ketidakhadiran 

seorang saksi tersebut karena suatu alasan sah (pasal 142 HIR). Dalam 

praktik sidang perkara perdata, panggilan paksa untuk seorang saksi yang 

tidak mau hadir jarang digunakan oleh majelis hakim. 

Secara normatif, apabila saksi dalam keadaan sakit atau sudah tua 

renta sehingga tidak dapat menghadiri persidangan maka untuk 

mendengar keterangannya dapa dilakukan di tempat saksi berada, Hakim 

atas permintaan pihak yang berkepentingan dapat memerintahkan salah 
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seorang anggota majelis dengan didampingi panitera untuk melakukan 

pemeriksaan tersebut, apabila kesaksian orang tersebut dinilai perlu maka 

saksi tersebut tidak perlu disumpah (pasal 169 RBG). Secara normatif, 

apabila saksi berada di wilayah yurisdiksi pengadilan lain, maka atas 

permintaan pengadilan tempat perkara diajukan, saksi diperiksa oleh 

pengadilan yang memiliki wilayah yurisdiksi kediaman saksi. Setelah 

pengadilan yang diminta bantuan mendengar keterangan saksi, maka 

berita acara pemeriksaan segera dikirimkan ke yurisdiksi Pengadilan 

tempat perkara diajukan. Dalam pemeriksaan di Pengadilan tempat 

perkara diajukan, berita acara tersebut dibacakan dalam persidangan 

(vide pasal 143 HIR/170 RBG). Kekuatan pembuktiannya sama dengan 

keterangan saksi yang diucapkan di muka persidangan dibawah 

sumpah.
14

  

Testimonium de auditu adalah kesaksian atau keterangan karena 

mendengar dari orang lain. Keterangan seorang saksi yang bersumber 

dari cerita atau keterangan yang disampaikan orang lain kepadanya 

berada di luar kategori keterangan saksi yang dibenarkan pasal 171 HIR 

dan pasal 1907 KUHPerdata, keterangan saksi yang demikian, hanya 

berkualitas sebagai testimonium de audiitu. Disebut juga kesaksian tidak 

langsung atau bukan saksi mata yang mengalami, melihat, atau 

mendengar sendiri peristiwa pokok perkara yang disengketakan. 

Penerapan testimonium de auditu dalam praktek peradilan secara umum 

                                                           
14

 https://manplawyers.co/2019/10/07/mengenal-alat-alat-bukti-dalam-hukum-acara-perdata-seri-ii-alat-

bukti-saksi/ diakses pada selasa, 30 maret 2021, pukul 18.44 

https://manplawyers.co/2019/10/07/mengenal-alat-alat-bukti-dalam-hukum-acara-perdata-seri-ii-alat-bukti-saksi/
https://manplawyers.co/2019/10/07/mengenal-alat-alat-bukti-dalam-hukum-acara-perdata-seri-ii-alat-bukti-saksi/


 

15 

Universitas Kristen Indonesia 

ditolak sebagai alat bukti. Pada prinsipn ya testimonium de auditu tidak 

dapat diterima sebagai alat bukti, pada umumnya sikap praktisi hukum 

secara otomatis menolaknya tanpa analisis dan pertimbangan yang 

argumentative. Secara kasuistik hakim dapat mengonstruksi kesaksian de 

auditu menjadi alat bukti persangkaan asal hal itu di pertimbangkan 

dengan objektif dan rasional. 

Dalam putusan Mahkamah Agung No. 308 K/Pdt/1959, 

testimonium de auditu tidak dapat dipergunakan sebagai alat bukti 

langsung, tetapi kesaksian itu dapat diterapkan sebagai alat bukti 

persangkaan (vermoeden) dan persangkaan itu dapat dijadikan dasar 

untuk membuktikan sesuatu.
15

 

Pada kasus dengan nomor perkara: 02 / Pdt. G / 2017 / PN Mak. 

Dengan nama penggugat Mohammad Irfan, HJ. Fauziah M. M, HJ. Tjeke 

Ali, dan HJ. Heriyah Ali melawan Bupati Kepala Daerah Toraja Utara, 

Cq Dinas Pendidikan Toraja Utara, Cq Dinas Kesehatan Toraja Utara, Cq 

Dinas Kehutanan dan Perekbunan Toraja Utara selanjutnya disebut 

tergugat I, Pimpina PT. Telkom di Jakarta, Cq Pimpinan PT. Telkom 

wilayah Sulsel di Makassar, Cq Pimpinan Telkom Rantepao selanjutnya 

disebut tergugat II, dan Kepala Pertanahan/ATR Tana Toraja selanjutnya 

disebut tergugat III. Sebagaimana dalam nomor perkara: 02 / Pdt. G / 

2017 / PN Mak para penggugat mengajukan alat bukti surat berupa foto 

copy, dimana dalam alat bukti surat penggugat yaitu P2 dan P12 

                                                           
15

 https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt58dcb3732cca3/arti-itestimonium-de-auditu-i/  

https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt58dcb3732cca3/arti-itestimonium-de-auditu-i/
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merupakan fotocopy dari fotocopy. Selain alat  bukti surat penggugat 

juga menghadirkan beberapa saksi yang telah memberikan keterangan 

yang hanya di dengar atau hasil pikirannya sendiri. Putusan ini                

sangat berdampak bagi masyarakat setempat, yang artinya membuka 

peluang bagi semua pihak untuk mengklaim tanah adat. Masyarakat 

setempat juga menyerahkan kepada pemerintah seluruhnya dalam           

kasus ini. 

Berdasarkan pada uraian tersebut di atas, maka penulis tertarik 

untuk mengadakan penulisan dengan judul“Kekuatan Pembuktian Saksi 

Dan Salinan Tulisan Dalam Sengketa Kepemilikan Tanah Dalam 

Perspektif Hukum Acara Perdata Indonesia (Studi Kasus Perkara Nomor 

02 / Pdt.G / 2017 / PN Mak)”16 

 

B. Rumusan Masalah  

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka 

penulis dapat merumuskan permasalahan sebagai berikut : 

1. Bagaimana kekuatan hakim dalam memutuskan perkara berdasarkan alat 

bukti saksi yang mendengar (testimonium de auditu) dalam persidangan 

berdasarkan hukum acara perdata Indonesia? 

2. Bagaimana kekuatan hakim dalam memutuskan perkara menurut alat  

bukti fotocopy dalam persidangan berdasarkan hukum acara perdata 

Indonesia? 

                                                           
16

 Direktori Putusan Mahkamah Agung Nomor 02 / Pdt.G / 2017 / PN Mak 
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C. Ruang Lingkup Penelitian 

Ruang lingkup penelitian ini di fokuskan terhadap hal-hal yang 

berkaitan dengan ilmu hukum perdata khususnya mengenai alat-alat bukti 

dalam pembuktian dan kekuatan hakim dalam memutuskan suatu perkara. 

Dalam lingkup substansi penelitian ini hanya terbatas dalam kasus dengan 

nomor perkara 02 / Pdt . G / 2017 / PN Mak. 

 

D. Tujuan Penulisan  

          Adapun Tujuan dari penelitian ini adalah :  

1. Untuk mengetahui kekuatan hakim memutuskan perkara berdasarkan 

saksi yang mendengar (testimonium de auditu) bisa menjadi alat bukti 

yang sempurna 

2. Untuk mengetahui kekuatan hakim dalam memutuskan suatu perkara 

berdasarkan alat bukti surat berupa foto copy dapat menjadi alat bukti 

yang sempurna.  

 

E. Kerangka Teoritis dan Kerangka Konseptual 

1. Kerangka Teoritis  

Dalam penulisan ini saya menggunakan teori Kepastian Hukum 

dan teori Keadilan.  

a. Kepastian Hukum  

Kepastian adalah perihal (keadaan) yang pasti, ketentuan atau 

ketetapan.
17

 Hukum secara hakiki harus pasti dan adil. Pasti sebagai 

                                                           
17

 CST Kansil, dkk, Kamus Istilah Hukum, Jakarta, Jala Permata Aksara, 2009, hal. 385 



 

18 

Universitas Kristen Indonesia 

pedoman kelakuan dan adil karena pedoman kelakuan itu harus 

menunjang suatu tatanan yang dinilai wajar. Hanya karena bersifat 

adil dan dilaksanakan dengan pasti hukum dapat menjalankan 

fungsinya. Kepastian dan keadilan bukanlah sekedar tuntutan moral, 

melainkan secara faktual mencirikan hukum. Suatu hukum yang 

tidak pasti dan tidak mau adil bukan sekedar hukum yang buruk, 

melinkan bukan hukum sama sekali. Kedua sifat itu termasuk paham 

hukum itu sendiri (den begriff des Rechts).
18

  Hukum adalah 

kumpulan peraturan-peraturan atau kaidah-kaidah dalam suatu 

kehidupan bersama, keseluruhan peraturan tentang tingkah laku yang 

berlaku dalam suatu kehidupan bersama, yang dapat dipaksakan 

pelaksanaanya dengan suatu sanksi.
19

 Kepastian hukum merupakan 

ciri yang tidak dapat dipisahkan dari hukum, terutama untuk norma 

hukum tertulis. Hukum tanpa nilai kepastian akan kehilangan makna 

karena tidak lagi dapat dijadikan pedoman perilaku bagi semua 

orang. Ubi jus incertum, ibi jus nullum (di mana tiada kepastian 

hukum, di situ tidak ada hukum).
20

 

Menurut Apeldoorn, kepastian hukum mempunyai dua segi. 

Pertama, mengenai soal dapat ditentukannya (bepaalbaarheid) 

hukum dalam hal-hal yang konkret. Artinya pihak-pihak yang 

mencari keadilan ingin mengetahui apakah yang menjadi hukumnya 

                                                           
18

 Shidarta, Moralitas Profesi Hukum Suatu Tawaran Kerangka Berfikir, Bandung, PT Revika 

Aditama, 2006, hlm.79-80 
19

 H. Salim HS, Perkembangan Teori Dalam Ilmu Hukum, Jakarta, Rajagrafindo Persada, 2010, hlm.24 
20

 Ibid., hlm. 82. 



 

19 

Universitas Kristen Indonesia 

dalam hal yang khusus, sebelum ia memulai perkara. Kedua, 

kepastian hukum berarti keamanan hukum. Artinya, perlindungan 

bagi para pihak terhadap kesewenangan hakim.
21

  

1) Menurut Jan Michiel Otto, kepastian hukum yang sesungguhnya 

memang lebih berdimensi yuridis. Namun, Otto ingin 

memberikanbatasan kepastian hukum yang lebih jauh. Untuk itu 

ia mendefinisikan kepastian hukum sebagai kemungkinan 

bahwa dalam situasi tertentu: Tersedia aturan-aturan yang jelas 

(jernih), konsisten dan mudah diperoleh (accessible), diterbitkan 

oleh dan diakui karena (kekuasaan) negara;  

2) Instansi-instansi penguasa(pemerintahan) menerapkan aturan-

aturan hukum tersebut secara konsisten dan juga tunduk dan 

taat kepadanya;  

3) Warga secara prinsipil menyesuaikan prilaku mereka terhadap 

aturan-aturan tersebut;  

4) Hakim-hakim (peradilan) yang mandiri dan tidak berpihak 

menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten 

sewaktu mereka menyelesaikan sengketa hukum, dan;  

5) Keputusan peradilan secara konkrit dilaksanakan.
22

 Hukum 

yang di tegakkan oleh instansi penegak hukumyang diserai 

tugas untuk itu, harus menjamin “kepastian hukum” demi 

                                                           
21

Shidarta, Moralitas Profesi Hukum Suatu Tawaran Kerangka Berfikir, Bandung Revika Aditama, 

2006, hal. 82-83. 
22

 Ibid, hal. 85 
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tegaknya ketertiban dan keadilan dalam kehidupan masyarakat. 

Ketidakpastian hukum, akan menimbulkan kekacauan dalam 

kehidupan masyarakat, dan akan saling berbuat sesuka hati 

serta bertindak main hakim sendiri. Keadaan seperti ini 

menjadikan kehidupan berada dalam suasana social 

disorganization atau kekacauan sosial.
23

 Kepastian hukum 

adalah “sicherkeit des Rechts selbst” (kepastian tentang hukum 

itu sendiri). Ada empat hal yang berhubungan dengan makna 

kepastian hukum. Pertama, bahwa hukum itu positif, artinya 

bahwa ia adalah perundang-undangan(gesetzliches Recht).  

Kedua, bahwa hukum itu didasarkan pada fakta (Tatsachen), 

bukan suatu rumusan tentang penilaian yang nanti akan dilakukan 

oleh hakim, seperti “kemauan baik”, ”kesopanan”. Ketiga, bahwa 

fakta itu harus dirumuskan dengan cara yang jelas sehingga 

menghindari kekeliruan dalam pemaknaan, di samping juga mudah 

dijalankan. Keempat, hukum positif itu tidak boleh sering diubah-

ubah.
24

 Masalah kepastian hukum dalam kaitan dengan pelaksanaan 

hukum,memang sama sekali tak dapat dilepaskan sama sekali dari 

prilaku manusia. Kepastian hukum bukan mengikuti prinsip 

subsumsi otomat, melainkan sesuatu yang cukup rumit, yang banyak 

berkaitan dengan faktor diluar hukum itu sendiri. Berbicara 

mengenai kepastian, maka seperti dikatakan Radbruch, yang lebih 

                                                           
23

 M. Yahya Harahap, Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHP Penyidikan dan 

Penuntutan, Jakarta, Sinar Grfika, 2002, hlm.76. 
24

 Satjipto Rahardjo, Hukum Dalam Jagat Ketertiban, Jakarta, UKI Press, 2006, hlm.135-136. 
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tepat adalah kepastian dari adanya peraturan itu sendiri atau 

kepastian peraturan (sicherkeit des Rechts).
25

 Banyaknya undang-

undang yang dibuat oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) itu 

didasarkan atas kepentingan mereka dan Undang-undang itu dibuat 

bukan untuk kesejahteraan rakyat melainkan untuk keuntungan 

pribadi-pribadi mereka sendiri, oleh karena itu produk yang dibuat 

banyak yang tidak menjamin adanya kepastian hukum dan yang 

sungguh ironis adalah tidak ada Undang-undang yang 

mensejahterakan rakyat.  

Indonesia dikenal dengan Negara yang Kaya, Negara yang 

letaknya strategis dan menjadi julukan sebagai Negara yang menjadi 

Jantung Dunia. Akan tetapi itu hanyalah sebuah cerita dongeng 

belaka karna kenyataanya adalah Banyak rakyat indonesia yang 

tidak merasakan Kekayaan Itu dan Bahkan mereka harus tidur 

dibawah jembatan dan banyak yang tidur di emperan toko. Itu semua 

disebabkan kesewenangan para pemimpin yang mementingkan diri 

sendiri. Hukum harus pasti karena dengan hal yang bersifat pasti 

dapat dijadikan ukuran kebenaran dan demi tercapainya tujuan 

hukum yang menuntut kedamaian, ketentram an, kesejahteraan dan 

ketertiban dalam masyaraka serta kepastian hukum harus dapat 

menjadi jaminan kesejahteraan umum dan jaminan keadilan bagi 

masyarakat.  

                                                           
25

 Ibid, hal. 89 
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b. Teori Keadilan  

Keadilan berasal dari kata adil, menurut Kamus Bahasa 

Indonesia adil adalah tidak sewenang-wenang, tidak memihak, tidak 

berat sebelah. Adil terutama mengandung arti bahwa suatu 

keputusan dan tindakan didasarkan atas norma-norma objektif. 

Keadilan pada dasarnya adalah suatu konsep yang relatif, setiap 

orang tidak sama, adil menurut yang satu belum tentu adil bagi yang 

lainnya, ketika seseorang menegaskan bahwa ia melakukan suatu 

keadilan, hal itu tentunya harus relevan dengan ketertiban umum 

dimana suatu skala keadilan diakui. Skala keadilan sangat bervariasi 

dari satu tempat ke tempat lain, setiap skala didefinisikan dan 

sepenuhnya ditentukan oleh masyarakat sesuai dengan ketertiban 

umum dari masyarakat tersebut. Di Indonesia keadilan digambarkan 

dalam Pancasila sebagai dasar negara, yaitu keadilan sosial bagi 

seluruh rakyat Indonesia. Dalam sila lima tersebut terkandung nilai-

nilai yang merupakan tujuan dalam hidup bersama. Adapun keadilan 

tersebut didasari dan dijiwai oleh hakikat keadilan kemanusiaan 

yaitu keadilan dalam hubungannya manusia dengan dirinya sendiri, 

manusia dengan manusia lainnya, manusia dengan masyarakat, 

bangsa, dan negara, serta hubungan manusia dengan Tuhannya. 

Nilai-nilai keadilan tersebut haruslah merupakan suatu dasar yang 

harus diwujudkan dalam hidup bersama kenegaraan untuk 

mewujudkan tujuan negara, yaitu mewujudkan kesejahteraan seluruh 

warganya dan seluruh wilayahnya, mencerdaskan seluruh warganya. 
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Demikian pula nilai-nilai keadilan tersebut sebagai dasar dalam 

pergaulan antar negara sesama bangsa didunia dan prinsip-prinsip 

ingin menciptakan ketertiban hidup bersama dalam suatu pergaulan 

antarbangsa di dunia dengan berdasarkan suatu prinsip kemerdekaan 

bagi setiap bangsa, perdamaian abadi, serta keadilan dalam hidup 

bersama (keadilan sosial). 

2. Kerangka Konseptual  

Penulis membatasi istilah pokok yang terkandung dalam judul ini, 

akibat hokum adalah akibat-akibat yang timbul karena adanya suatu 

perbuatan atau peristiwa hokum, sesuai dengan aturan-aturan yang 

berlaku. Akibat hukum merupakan akibat yang timbul dari hubungan 

hukum.
26

 

Maksud dari Alat Bukti Surat yaitu tulisan adalah alat bukti yang 

berupa tulisan yang berisi keterangan tertentu dan ditandatangan, bukti 

tertulis tersebut lazim disebut akta. Dengan demikian bahwa bukti tertulis 

merupakan suatu tulisan yang berisi keterangan-keterangan tertentu. 

Pasal 137-138 HIR/163-164 RBG. 

Sedangkan maksud dari Saksi adalah keterangan yang bersumber 

dari penlihatan dan pendengaran sendiri, seerta apa yang dialami saksi, 

pendapat kesimpulan saksi bukan merupakan kesaksian (vide pasal 171 

HIR/308 RBG), keterangan antara satu saksi dengan saksi yang lainnya 

saling berkesuaian (vide pasal 170 HIR/309 RBG).  

                                                           
26

 https://idtesis.com/pengertian-penelitian-hukum-normatif-adalah 

https://idtesis.com/pengertian-penelitian-hukum-normatif-adalah
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Maksud dari Hakim adalah pejabat peradilan negara yang di beri 

wewenang oleh undang-undang untuk menerima memeriksa, mengadili 

dan memutuskan suatu perkara, baik pidana maupun perdata ( Pasal 1 

angka 8 UU No.8 Tahun 1981 tentang KUHAP dan Pasal 1 angka 9 

KUHAP). 

 

F. Metode Penelitian  

Berdasarkan judul penelitian “Kekuatan Pembuktian Saksi Dan 

Salinan Tulisan Dalam Sengketa Kepemilikan Tanah Dalam Perspektif 

Hukum Acara Perdata Indonesia (Studi Kasus Perkara Nomor 02 / Pdt.G / 

2017 / PN Mak)” maka metode yang akan saya gunakan adalah : 

1. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang akan digunakan dalam penulisan ini 

menggunakan metode normatife dan metode empiris.  

a. Metode Normatif 

Penelitian hukum normatife pada hakikatnya mengkaji hukum 

yang di konsepkan sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam 

masyarakat, dan menjadi acuan perilaku setiap orang. Penelitian 

hokum normative adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan 

cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka. Penelitian 

hukum normative yang meneliti dan menelaah bahan pustaka atau 

data sekunder, maka penelitian hukum normative disebut juga 

penelitian hukum kepustakaan, penelitian hukum teoritis/dogmatis. 
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Dengan demikian bahan yang diteliti pada penelitian hukum 

normative adalah bahan pustaka atau data sekunder. Bahan pustaka 

merupakan bahan yang berasal dari sumber primer dan sumber 

sekunder. Penelitian kepustakaan dimaksudkan untuk mendapat data 

sekunder dengan menggunakan bahan-bahan sebagai berikut: 

1) Bahan Hukum Primer 

a.) Kitab Undang-undang Hukum Perdata 

b.) HIR/Rbg 

c.) Putusan Mahkamah Agung No. 308 K/Pdt/1959 tentang 

testimonium de auditu tidak dapat dipergunakan sebagai alat 

bukti 

d.) Putusan Mahkamah Agung No. 3609K/Pdt/1985 tentang 

Salinan surat/dokumen 

e.) Putusan Kasus Perkara No. 02/Pdt.G/2017/PN Mak 

2) Bahan Hukum Sekunder 

Yaitu bahan-bahan hukum yang meberikan penjelasan hukum 

primer, seperti Kitab Undang-undang Hukum Perdata, hasil – 

hasil penelitian, putusan pengadilan, atau pendapat para pakar 

hukum dan sarjana hukum 

3) Bahan Hukum Tersier 

Yaitu bahan-bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun 

penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum 

sekunder misalnya kamus hukum. 
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b. Metode Empiris  

Istilah penelitian hukum empiris berasal dari bahas Inggris, 

yakni empirical legal research, dalam Bahasa Belanda disebut 

dengan istilah  empirisch juristische recherché. Penelitian hukum 

empiris merupakan salah satu jenis penelitian hukum yang 

menganalisis dan mengkaji bekerjanya hukum di dalam masyarakat. 

Penelitian hukum empiris atau sosiologis adalah penelitian hukum 

yang dilakukan dengan cara meneliti data primer. Kemudian 

penelitian hukum empiris (empirical law research) adalah penelitian 

hukum positif tidak tertulis mengenai perilaku (behavior) anggota 

masyarakat dalam hubungan hidup bermasyarakat. Dalam penelitian 

hukum empiris data yang diperlukan adalah data primer dan data 

sekunder. Data primer, yakni data yang diperoleh sumbernya 

langsung dari lapangan, seperti lokasi penelitian, yaitu lingkungan 

tempat dilakukannya penelitian. Dengan demikian data primer sering 

juga disebut data lapangan, peristiwa hukum yang terjadi di lokasi 

penelitian, dan responden yang memberikan informasi kepada 

peneliti, dengan cara wawancara, kuesioner, dan angket. Sedangkan 

data sekunder dipergunakan sebagai pendukung atau penunjang       

data primer. 

2. Pendekatan Penelitian 

Adapun bebrapa pendekatan penelitian yang digunakan dalam 

penulisan ini adalah :  
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a. Pendekatan Perundang-undangan (Statute Approach) 

Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah semua peraturan 

perundang-undangan yang bersangkut paut dengan permasalahan 

(isu hukum) yang sedang dihadapi. Pendekatan perundang-undangan 

ini misalnya dilakukan dengan mempelajari konsistensi/kesesuaian 

antara Undang-Undang Dasar dengan Undang-Undang, atau antara 

Undang-Undang yang satu dengan Undang-Undang yang lain. 

b. Pendekatan kasus (Case Approach)  

Pendekatan ini dilakukan dengan melakukan telaah pada 

kasus-kasus yang berkaitan dengan isu hukum yang dihadapi. Kasus-

kasus yang di telaah merupakan kasus yang telah memperoleh 

putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap. Hal pokok yang dikaji 

pada setiap putusan tersebut adalah pertimbangan hakim untuk 

sampai pada suatu keputusan sehingga dapat digunakan sebagai 

argumentasi dalam memecahkan isu hukum yang dihadapi. 

 

G. Rencana Sistematika Skripsi Atau Konsep 

Untuk memudahkan pemahaman terhadap tulisan ini secara 

keseluruhan dan mudah dipahami, maka disajikan sistematika penulisan 

sebagai berikut: 

BAB I.    PENDAHULUAN 

a. Latar belakang permasalahan 

b. Perumusan masalah 



 

28 

Universitas Kristen Indonesia 

c. Ruang lingkup penelitian 

d. Tujuan penelitian 

e. Kerangka teori dan kerangka konsep 

f. Metode penelitian 

g. Daftar kepustakaan sementara 

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

Pada bab ini merupakan pengantar yang membahas tentang pengertian dari 

alat bukti surat, alat bukti saksi, dan pengertian dari testimonium de auditu 

BAB III KEKUATAN HAKIM DALAM MEMUTUSKAN SUATU 

PERKARA BERDASARKAN ALAT BUKTI SAKSI YANG 

MENDENGAR (TESTIMONIUM DE AUDITU). 

Pada bab ini membahas tentang kekuatan hakim dalam memutuskan suatu 

perkara berdasarkan alat bukti saksi yang mendengar (testimonium de auditu)  

BAB IV KEKUATAN HAKIM DALAM MEMUTUSKAN SUATU 

PERKARA BERDASARKAN ALAT BUKTI FOTOCOPY BISA 

MENJADI ALAT BUKTI SEMPURNA 

Pada bab ini membahas tentang kekuatan hakim dalam memutuskan suatu 

perkara berdasarkan alat bukti Salinan dokumen/surat  

BAB V PENUTUP 

Pada bab ini penulis akan memberikan kesimpulan dari permasalahan yang 

diangkat dalam skripsi ini dan mencobamemberikan beberapa saran kepada 

pihak yang berkepentingan disertai dengan Daftar Pustaka dan Lampiran 

diakhir penulisan. 
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